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BUPATI PACITAN

. '-bahwé  dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
* Pemerintahan Daerah agar dapat berdaya guna dan berhasil -

guna, perlu meninjau kembali Susunan Organisasi dan Tata _'

Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; '
. bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a

- diatas, maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan’

Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan R.akyat Daerah dengan

menuangkan dalam Peraturan Daerah,

Undang-undang Nomor.12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
_ Lembaran Negara Nomor 9);
. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok’

chcgawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,

* Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo Undang-undang



e

Menétapkan

ﬁomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan' antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahﬁn 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah
(jtonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

8. Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000
tentang Pedoman Susunan O ganisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota; |

9. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 130-67 Tahun 2002
tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota

~ Dengaa Persetajaan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PAC ITAN

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG

SUSUNAN  ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BAB1
" KETENTUAN UMUM

: Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;
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. Peiticiiidaii Dacial adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan

-5l

yang terdifi_ dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
- otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
b. - Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;

¢. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

;- DPRD adalah De;van Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pacitan sebagai Badan Le glslanf

d’ Sekretanat Daerah adalah Sekretanal Daerah Kabupaten
: _Pacitan ; : '

e. . Sekretaris Daera_h. adalah Sekre.tan'as Daerah Kabupaten

Pacitan;

£ Sekretariat Dewan Perwakilan Ra'kyat Daerah yang selanjutnya

)

@)

3)

disingkat  Sekretariat  DPRD adalah = Sekretariat Dewan
'-‘ Penyakilan Rakyat Daerah_ Kabupaten Pacitan ;
g Sekrétaris Dewaﬁ Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
. disingkat -Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan
" Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan ;
b Jabatan Struktural adalah.k'edudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, .w.ewenang dan hak seorang Pegawai Negeri
Sipil dalam rangka meminipin suatu organisasi Pemerintahan;
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas tanggung Jawab wewenang dan hak seorang Pegawai
Negen Sipil dalam suatu kesaluan organisasi yang dalam
‘pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau

ketrampilan serta bersifat maodiri.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

, Pasal 2 _
Sekretanal DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD,
d1p1mpm oleh seorang Sekretans_DP‘RD yang bertanggungjawab

kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh

Sekretans Daerah. _

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretariat DPRD mempur_lyai fungsi :
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(1)

)

3)

4)

a. Tasilitasi rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
b. Pelaksanaan urusan rumab tangga dan perjalanan dinas anggota
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

C. Pengelolaan tata usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

| BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

‘ _ Pasal 3
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
a.’ Sekretaris DPRD;
b. Bagian Umum membawahi :

1) Sub Bagiaﬁ Urusan Dalam ;

'2) Sub Bagian Tata Usaha.

c. : Bagian Persidangan dan Risalah membawaln :
1)Sub Bagian Risalah ;
2) Sub Bagian Persidangan; | )
- 3) Sub Bagian Protokol Dokumentasi dan Perpustakaan.
d. Bagian Keuangan membawahi :
- 1)Sub Bagian Anggaran;
| 2) Sub Bagian IFembayaran.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Bagian dipimpin oleh seonimg Kepala Bagian yang
berada di bawah dan _bertanggung jawab kepada Sekretaris
DPRD ; ' ' ' '

Masiog-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian Yang berada di bawalh dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian yang membawahi; _

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana

~ tercantum dalam Lampiran  dan merupakan bagian yang tidak
- lerpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

()

Uraian tugas dan fungsi Bagian dan Sub Bagian akao diatur lebih

lanjut dengan Keputusan Bupati.

BABIV
- TATA KERJA

Pasal 4



4} Dalam melaksanakan tugasnya Sekretans DPRD, para Kepala
Baglan dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi,
inte grasi dan sinkronisasi.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat
DPRO wajib memnbina dan mengawasi bawahan masing-masing
dan  apabila | terjadi ‘penyimpangan  agar  mengambil
langkali-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan

| pef‘uxidang-undangag yang berlaku dan apabila ditemukan prestasi
(melebihi fungsi tugas pokok) dijadlkan catatan positifi daflar
penilaian kepe gawaian yang bersangkutan

(3) Setlap pimpinan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD
bertanggung jawab memimpin - dan  mengkoordinasikan
bawahannya maging—masing dan membe::ikan bimbingan serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat
DPRD wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing serta menyampalkan laporan berkala tepat

pada waktunya ;

 (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahan masmg—masmg diotah dan dlperguoakan sebagai bahan
unluk penyusuuan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan

petunjuk dan tindak lanjut kepada bawahannya

_ Pasal '5 ,

- Dalam . hal Sekretaris DPRD berhalangan melaksanakan tugasnya,
‘maka tugas Sekretaris DPRO dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk
oleh Bupati. ' o

BAB V |
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
| sebaglan tugas Pemermtah Daeral sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.
~ (2) Kelompok jabatan fungsnonal sebagaimana tersebut pada ayat (1)
dlplmpm oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
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3) Jumlah ;[enaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuban beban kenja,

(4) Jenis dan fenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut -
ﬁada ayat (1) di atas, diatur berdasakan Peraturan
Ferundang — undangan yang Berlaku;

(3) fielompolc Jabétan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan

peraturan perundang — undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
' DALAMJABATAN -

: Pasal 7
4y Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
persetujuah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
(2) Képala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
(3) Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh
Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

_ Pasa] 8 _
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat
DPRD ﬁibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pacitan dan dana lain yang sah sesuai Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

.KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasa] 9
Dengan -berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 200} beserta peraturan

pelaksanaanya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



Pasal 10 |
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini

* sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Bupati.

_ Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agér setiap . orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

: _ Ditetapkandi : Pacitan :
. ' e ' ' Pada Tanggal : 3 Pebruari 2003




Pasal 10 |
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini’
sepanjang mcngcnai teknis pclaksa'naanya.diatur icbih lanjut dengan
* Keputusan Bupati. | ' '

: Pasal 11 _
~Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang. dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Dacrah Kabupaten Pacitan. '

Ditetapkandi  : Pacitan '-
- Pada Tanggal : 3 Pebruari 2003

‘BUPATI PACITAN

_ _ Cap ttd
. n o - o SUTRISNO

Diundangkan di : Pacitan |
Padatanggal :3 Pebruari 2003

NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kab.upatcn Pacitan Tahun 2003 Nomor 1 SeriD



A IEC s i i e na

SUSUNAN ORGAN ISASI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAKRAH
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR 12

TANGOAL  : 3 Pebruari 2003

" KABUPATEN PACITAN
S KETUA DPRD
WAKIL KETUA DPRD :
_ SEKRETARIS
. | DAERAH
SEKRETARIS
DPRD
- KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
L 11 1 . ||
BAGIAN | BAGIAN BAGIAN
UMUM PERSIDANGAN DAN RISALAH KEUANGAN
- SUB BAGIAN .. - SUBBAGIAN SUB BAGIAN
URUSAN DALAM ' RISALAH ANGGARAN
SUB BAGIAN ‘
SUB BAGIAN _ PERSIDANGAN - SUB BAGIAN
TATA USAHA SUBBAGIAN - _ PEMBAYA
PROTOKOL, DOKUMENTASI ' '
- DAN PERPUSTAKAAN
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